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pROBLEMATIKA KETERANGAN SAKSI DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

M. Musa'

Abstract

The witness is one of the evidence recognized
and ruled in Criminal Process Act (KUHAP).
Techmcally, prosecutor always faces difficulties
in bringin the witness before the court due to the
position and situation of the witness himself.
Therefore, the judges could not hear the complete
informations of the witness before the court like
the proceeding he had signed before the police.
This situation has prejudice the right of the
accused because judge cannot examine the
informations from the others (witness) before the
court. To overcome this problem, the judge

should have right to interprete the relating articles
of KUHAP on witness.

Keywords: Judge, Prosecutor, Witness, Lawyer,
Proceeding before the Court.

Dalam arti bahasa, saksi mepunyai beberapa pengertian yaitu,
Pertama adalah orang yang melihat atau mengetahui sendin
suatu peristiwa (kejadian), kedua; orang yang dimintai hadir
pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu peristiwa
apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang
membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi,
ketiga; orang yang memberikan keterazngan di muka hakim untuk
kepentingan pendakwa atau terdakwa” Namun pengertian secara
eramatikal tersebut mempunyai makna yang berbeda dari bahasa
hukum, hal ini disebabkan bahasa hukum mempunyai batasan
pengertian tersendiri dengan metoda interpretasi penggunaan
bahasa yang digunakan. Andi Hamzah memberikan batasan
pengertian dari saksi adalah scorang yang mengalami, mehhat

" Dosen Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan 11 Fakultas Hukum Umiversitas
Islz o

2 I;::;::;)tud Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fdist 11 (Jakarta, Balar Pustaka,
1986), hal 864
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sendin, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkars
perdata maupun pidana '

Mengenai keterangan saksi, Andi Hamzah memberikan
batasan pengertian sebagai keterangan yang diberikan seseorang
guna kepentingan penyidik, penuntut dan peradilan tent?ng suatu
perkara pidana yang dilihat/dengar dan dialami sendiri.” Batasan
terscbut merupakan pengertian yang hanya mengacu kepada
pengertian ketentuan alat bukti dalam hukuam acara pidana, tap,
bukan pengertian saksi dalam konteks bahasa hukum secara
umum. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 27 kitab undang-undang
hukum acara pidana telah memberikan batasan secara limitatif
tentang pengertian keterangan saksi.’ Keterangan saksi
merupakan urutan pertama dari alat bukti sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 184 ayat (1) a KUHAP, maksud
penyebutan alat bukti keterangan saksi sebagai urutan pertama
dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam
hewysvoering pada hukum acara pidana diutamakan pada
kesaksian, berbeda halnya dengan hukum acara perdata lebih
menitik beratkan pada surat-surat atau bukti tulisan.’

Selanjutnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan
keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara
pidana di muka persidangan adalah keterangan tentang apa
yang saksi nyatakan di sidang pengadilan’ (Tanda kursip dan
penulis). Penegasan selanjutnya pada Pasal 160 ayat (1) a yang
mana saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi
scorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh
hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut
umum, terdakwa atau penasihat hukum.

L]

Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), hal 517

“ Ibid hal 322

" Andi Hamzah, Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar

(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hal 18 Dalam UU No 8 tahun 1981 Pasal
| butr 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana

yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana vang ia

dengar sendin, 1a lihat sendin dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

dan pengetahuannya itu

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Aias KUHAP (Jakarta, pradnya

Paramita, 1990), hal 135

7 UU No 8 tahun 1981, Penjelsan Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi tidak
termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de
auditu
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g
Pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam

retentuan hukum acara pidana di Indonesia, karena keterangan
saksi secara limitatif merupakan salah satu alat bukti dalam

mcriksaan‘pefkafa pidana yang diakui hukum acara pidana
indonesia. Di luar ketentuan alat bukti yang ditentukan undang-
undang tidak dapat dibenarkan untuk digunakan dalam
membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan pada tata urutan
alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat 1 KUHAP keterangan
«aksi berada pada urutan pertama.”

Urutan penyusunan alat-alat bukti di negara-negara
common law seperti Amerika Serikat berbeda dengan tata urutan
alat bukti dalam ketentuan KUHAP Indonesia, alat bukti
menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut
forms of evidence tersebut sebagaimana yang diutarakan Andi
Hamzah adalah real evidence (bukti sesungguhnya),
documentary evidence (bukti dokumen), testimonial evidence
(bukti kesaksian) dan judicial notice (pengamatan hakim)
Sedangkan keterangan saksi ahli serta keterangan terdakwa tidak
disebut sebagai katagori alat bukti berdiri sendiri. Sedangkan
real evidence (objek materiil) yang tidak tercantum sebagai alat

bukti dalam ketentuan KUHAP Indonesia yang biasa disebut
bukti yang berbicara untuk diri sendiri (speaks for it self), adalah
dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. Di Negara
Belanda pada Starfvordering yang baru discbut sebagai alat
bukti dalam Pasal 339 adalah eigen waameming ven de rechter

(pengamatan sendiri oleh hakim), verklaringen van de verdachie
ingen van een getuige (keterangan

(keterangan terdakwa), verklar |
seorang gsaksi') serklaringen van een deskundige (ketevangss
scorang ahli) dan schrifielijke bescheiden (surab-surat).
& i ‘merupakan suatu kewajiban setiap orang
enjadi sa rsyaratan untuk menjadh

. : i
lanpa terkecuali sepanja"'g] ':eg:c::;ap:idana karena jika orang
saksi menurut ketentuan hukd ’ : r

vang menjadi saksi setelah dipanggil kesuatu sidang pengachlan

\__—//’; ayal (1) alat bukti yang sah sdalah @

g UU No 8 tahun 1981, pasal lsahli o surat, @ petunjuk, ¢ keterangan

keter ;aksi, b keterangal :
RAGD BN na |ndunesia kd rev (Jakarta Sinar

, lerdakwa.

.ara da
Andi Hamzah, Hukum Acara ™

Grafika, 2000), hal 254 etsed 143
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untuk memberikan keterangan namun menolak tampa alasan
vang sah dapat dikenakan ancaman pidana penjara.

Sedemikian  pentingnya keterangan  saks; dalam
pembuktian maka dalam praktek pemeriksaan d; Sidang
pengadilan,  pertama-tama  diperiksa  untuk didengar
keterangannya adalah saksi. Prioritas saksi yang diperiksa
terscbut berdasar Pasal 160 KUHAP adalah saksi korban yang
sebelum memben keterangan terlebith dahulu mengucapkan
sumpah atau janji dihadapan hakim dalam persidangan.

Dengan demikian, kewajiban saksi untuk didengar
Keterangannya dengan cara diperiksa secara berhadapan
langsung dengan pemeriksa bukan saja di sidang pengadilan
tetapi juga sejak pada tingkat penyidikan. Jika dilihat dalam
ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP orang yang
dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai
tersangka atau saksi wajib datang, bila tidak datang akan
dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk
dibawa kepadanya. Namun dalam hal tidak dapat datang dengan
alasan yang 0patut dan wajar, penyidik datang ketempat
kediamannya.'

Pentingnya keterangan saksi untuk didengar secara
langsung, maka wusaha yang dapat dilakukan untuk
menghadapkannya harus pula memperhatikan faktor jarak dan
tempat sesual dengan kondisi dan situasi daerah tempat tinggz}l
saksi, sehingga dapat tepat pada waktunya untuk hadir
dipersidangan. Selain hal tersebut untuk pemeriksaan saksi dapat
pula dilakukan dengan sidang di luar tempat kedudukan
pengadilan negeri yang bersangkutan, tetapi sidang _“m“k
pemeriksaan perkara dilakukan ditempat kedudukan dimana
saksi lebih banyak berdomisili dalam rangka mewujudkan
keadilan terhadap pencari keadilan. " .

Dari uraian di atas dapatlah difahami begitu penting™?a
keterangan saksi sebagai alat bukti untuk kepentingan proses
pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, tentang

' Abdul Hakim Garuda Nusantara, KUHAP dan Peraturan-
Pelaksana Ed rev (Jakarta Djambatan, 1996), hal. 243 p——

"' Lihat Instruksi Bersama Ketua MA, Menkeh dan Jaksa 1NS$1L'lR'
No KMA/35/111/1981, No M .01 PW.07 10/1981 dan _ No.
001/JA/3/1981 tentang Peningkatan Tatatertib Penyidangan
Penyelesaian Perkara.
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dilihat, didengar dan diketahy; a S
:::‘%' tindak pidana yang terjadi Ketet:al:l;:: ‘iﬁli'&'l"a’“"" .
galam persidangan dihadapan majelis hakim secara | Iutarakan
jalam ruang sidang. Sedangkan keterangan saksi yan ar:]g;:ng di
galam persidangan tidak secara langsun g dih a):d s g diberikan
penuntut Umum dan atau penasihat h pan hakim,

| . ukum jika dilihat ket
formaltitas hukum acara ‘Pidana Indonesia tidaklah ter::;ﬁ:
pengetian keterangan saksi sebagai alat buktj.

B

pemeriksaan Saksi yang Tidak Dapat Dihadirkan

Salah satu masglah yang berkaitan dengan menghadirkan saksi
dihadapan persidangan dalam perkara pidana kadangkala aparat
penegak hukum menemukan kesulitan, padahal kehadiran saksi
dalam memenuhi panggilan untuk hadir di persidangan
mempunyai kedudukan didepan hukum sebagai suatu kewajiban
(obligation) hukum setiap orang. Namun sebagai pengecualian
untuk dibebankan sebagai saksi yang bersifat kewajiban
(obligation), dalam ketentuan KUHAP diatur pula secara jelas,
yang melepaskan beban hukum terhadap mereka untuk menjadi
saksi. Ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHAP menggunakan
istilah dapat mengundurkan diri yang ditujukan kepada saksi
vang ada hubungan keluarga dengan terdakwa, atau hubungan
karena pertalian perkawinan. Terhadap saksi yang terkait dengan
ketentuan yang dimaksud pasal tersebut jika atas kehendaknya
dan persetujuan penuntut umum dan terdakwa, karena hanya
semata-mata kepentingan pemeriksaan perkara terdakwgp secara
fakultatif masih dapat didengar keterangannyd. Begitu pula
ketentuan Pasal 170 KUHAP yang mengatur t‘ertx)tang sesco::nng
k - atau jabatannya )
ma;:r;q.bpeket]aan, 'harkal :haﬁfﬁ atyang afcan diterangkan
Ji kan menyimpan raha. ori vang dimaksud
dipersidangan. Bagi mereka yang masuk kategor! ¥ ¢

aanl i . ; ) agai saksi, dan hakim akan
Pasal ini dapat minta dibebaskan sebag " ctif. Jens saksi

Menilai alasan tersebut secara bebas dﬂ“_ObJ ajiban hukum

lainnya yang dapat dibebaskan scbagai kewa) anak yang

"enjad; saksi ditentukan Pasal 171 KUHAP yaitd &7 2 kit

lum kawin, atau orang sd

, .ala sehat kembali yang
‘ kan. Selain

: k permanen maka secara mutmkt Z?r::a:i lzz:?ﬁ:rupakan
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TR kara pidana adg
menjadi saksi dalam per ah
;fxni;:‘?;p:ﬁll::p“k; d’.simak makna dari ketentuan yang diaty,
TSI ¥

2) KUHAP. ‘ T -
- lﬁ;y:rlu(l )Maniman Prodjohamidjojo bahwa menjad,

saksi di muka persidangan adalah merupakan kewajiban hukum

varena Pasal 159 ayat (2) memberikan kewenangan kepada
hakim ketua untuk memerintahkan supaya saksi yang dipanggi|

. sah patut serta tidak hadir, dibawa ke persidangan
g;::i:: planga?:alan polisi negara. 2 Keteptuan Pasal 159 ayat (2)
tersebut mempunyai makna yang tidak berbeda dengan
ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP, yang mengatur tentang
terdakwa yang tidak mau hadir dipersidangan tanpa alasan yang
diterima oleh undang-undang. Maka dapat diterapkan kepada
saksi  prinsip  kewajiban  saksi dengan | pemaksaan
(compellability), untuk dihadirkan secara paksa di persidangan
oleh hakim dengan meminta bantuan kepolisian sebagai
penerapan kewajiban hukum saksi (the legal obligation), apabila
telah dilakukan pemanggilan dua kali berturut-turut secara sah
terlebih dahulu oleh hakim.

Walaupun di dalam ketentuan KUHAP tidak ditegaskan
tentang pengertian menolak memenuhi kewajiban sebagai saksi
namun M Yahya Harahap memberikan batasan hukum tentang
pengertian tersebut meliputi, ingkar (failure) memenuhi
panggilan tanpa alasan yang sah atau tidak mau bersumpah dan
Juga termasuk saksi yang tidak mau menjawab pertanyaan tanpa
alasan. Menurut beliau klasifikasi pengertian penolakan tersebut
telah diterapkan dalam praktek di negara Common Law System,
apabila _ terjadj tindakan  seperti  dimaksud  dapat
dikuwalifikasikan sebagai tindak pidana contemp of court. Y Bila

'3 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit., hal 114
M Yahya Harahap, “Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan, ™ Vara
:;;adﬂan, ( _Desember, 1998), hal. 92. Di dalam praktek contempt of court
l?rbfigl dua, Pertama direct contempt of court, yaitu tindakan
Ptﬂgfvﬂadﬂ yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir dan menyaksikan
SeCara langsung sidang pengadilan. Kedua construktive contempt of court,
yaitu tindakan yang dilakukan tidak di .
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1 hat substansi ketentuan Pasal 160 ayat (2), pasal

g:,:hpasal 167 ayat (1, 2, 3) KUHAP dapa)t diketa]l'n?: 2:;;:
atu prinsip bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi
Jleh hakim adalah berhadapaq dengan terdakwa di depan
ers Jangan pengadilan. Kecuali hal-hal yang ditentukan oleh
pasal 173 KUHAP  karena hakim mempunyai wewenang
mengeluarkan terdakwa untuk mendengar keterangan saksi,
namun tetap diberitahukan kembali tentang hal yang diterangkan
caksi tersebut kepada terdakwa,

Dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal
KUHAP sebagaimana diutarakan di atas, maka urgensinya
keterangan saksi sebagai alat bukti yang menimbulkan
kewajiban terhadap saksi untuk memberikan keterangan didepan
persidangan secara langsung, dalam rangka mencari kebenaran
materiil dalam pemeriksaan perkara pidana. Tetapi di dalam
praktek ditemukan berbagai hambatan untuk menghadirkan saksi
dipersidangan baik oleh Penuntut Umum maupun dari terdakwa
atau penasihat hukumnya.

Penegakan hukum adalah salah satu tugas pengadilan
tepai banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, selain
budaya hukum yang feodalistis dan kurangnya rasa hormat pada
pengawasan, fasilitas yang kurang lengkap juga sangat
mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.'* Secara
kondisional untuk mengatasi kesulitan tersebut, dalam
perkembangan tentang tatacara pemeriksaan saksi dipersidangan
pengadilan. Maka di negara-negara maju selain menggunakan

e ——

Undakan untuk menghina, merendahkan martabat dan wibawa pengadilan
Dalam SKB Ka MA No KMA/005/SKB/VI11/1987 dan Menkeh No M 03-
PR 08.05/1987 mengkualifikasikan perbuatan penasihat hukum sebagai
“ontempt of court yaitu: 1 Mengabaikan kepentingan kliennya 2
“ringkah laku yang tidak patut terhadap lawanya atau kuasanya 3
Berbuat, bertingkahluku, bertutur kata yang menunjukkan sikap udak
“Tmat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, pengadilan atau
Pabat 4 Berbuta hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau
“Tentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya 3 Melakukan
bclang,gamn terhadap peraturan yang berlaku (Darwan Prinst, Hukum
, Acary Pidana Dalam Praktik (Jakarta 1998), hal 155 et seqq
' Budiardjo, e1 al, Diagnosuc Assessment of 1 egal Development w1
“onesia (1D Grant No 28557) Vol 1, atau Reformas Hukum d
“Aonesia, 1er;  Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo (Jakarta Cyber
Onsy g 2000). hal 120

147
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cara mendengarkan keterangan saksi yang bersifat konvensional
dengan cara berhadapan dengan terdakwa dlruang sidang Secara
langsung, juga telah menggunakan pula pemeriksaan saksi di
balik lavar Tujuan sistem pcmcnksagn ini salghsatunya untuk
menghindarkan saksi atau korban dari trauma jika berhqdapan
langsung dengan terdakwa dipersidangan, terutama saksi yang
masih berusia belia yang tergolong anak-anak atau korban
perkosaan serta kejahatan seksual lainnya. | -

Selain  pemeriksaan yang dilakukan di balik layar,
keterangan saksi dapat pula diberikan melalui tayangan langsung
melalui televisi yang disambung ke ruang sidang (by live
television link). Saksi tidak berada pada ruang yang sama untuk
berhadapan dengan terdakwa dalam ruang sidang, melainkan
hanya wajah dan suara saksi yang dapat dilihat dan didengar
sewaktu saksi memberikan keteranga di layar televisi.

Jemis lainnya dalam perkembangan pemeriksaan terhadap
saksi untuk mendengarkan keterangannya, dapat juga dilakukan
dengan cara direckam pada vidiotape record ataupun kamera (the
hearing may be held in vidiotape record or camera) yang mana
rekaman tersebut yang ditampilkan dipersidangan.

M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa kebolehan untuk
mempergunakan pemeriksaan saksi melalui  televisi atau
rekaman ini adalah terhadap saksi yang berada di luar negeri,
alau terhadap pejabat tertentu. Atau saksi anak yang menjadi
korban tindak pidana kejahatan yang berhubunan dengan
penyerangan (assault) atau kekejaman (cruetly) atau tindak
pidana seksual (sexual crimes). Yang mana keterangan saksi ini
dapat didengar dan dimonitor di ruang sidang namun harus ada
persetujuan dari hakim, '*

Metoda p;:mcnksaan saksi dengan menggunakan sarana
tayangan televisi ini, pernah  diterapkan pada pemenksaan
mantan Presiden R.1 B.J Habiebie sebagai saksi dalam perkara
':ﬂdﬂk pldan’ﬂ korupsi mantan Kabulog Rahadi Ramelan di
Pengadilan Negeni Jakarta Selatan Walaupun ketentuan hukum
acara pidana Indonesia tidak ada mengatur tentang pemeriksaan
saksi menggunakan media clektronika, namun dalam rangka
kepentingan - pemeriksaan perkara terdakwa, Hakim Ketua
Majelis Lalu Mariyun telah membuat terobosan dalam mengatas
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